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Abstract: The decrease in green land due to conversion of agricultural land is as the increasing
demand for agricultural products with the agreement in the Agreement on Agriculture, (an
international trade agreement which is part of the World Trade Organization) that threatens the
sustainability of environmental ecosystems. The existence of law in various aspects has a very
large influence. one of the aspects is international trade activities, that the function of law is a
regulator or judge in international trade activities, to provide a sense of fairness, effectiveness,
and efficiency. Increasing public awareness in maintaining and preserving the environment is
very important, so that ecosystem sustainability can support the development process and can
achieve people's prosperity with the aim of a state. Therefore, it is necessary to have regulations
or laws that regulate the environment. Currently, the issue of environmental law is one of the
regulations that must be obeyed by various parties involved in international trade relations. The
method in this research used the normative method, and the existing theoretical approach using
books, articles, journals, or literature studies. The results of this study indicate that institutionally
or existing regulations, Agreement on Agriculture (AOA) as part of the World Trade Organization
(WTO) has attempted to combine international trade law with environmental law and conducted
a study of international trade law regulations. The environment law establishes a commission for
the protection of international trade law with environmental law and accepts the settlement of
international trade and environmental cases submitted to the panel. However, because the
principle of international trade is the principle of freedom, and there is no clear authority so that
international trade institutions such as the World Trade Organization (WTO) have not been fully
effective in regulating and defending environmental protection
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Abstrak: Semakin berkurangnya lahan hijau karena adanya alih fungsi menjadi lahan pertanian
dikarenakan makin  tingginya permintaan akan hasil pertanian seiring dengan adanya
kesepakatan dalam Agreement On Agriculture, (Perjanjian perdagangan internasional yang
merupakan bagian dari Word Trade Organization) sehingga mengancam keberlangsungan
ekosistem lingkungan.  Adanya hukum diberbagai lini memiliki pengaruh yang sangat besar,
salah satunya didalam kegiatan perdagangan internasional, peran hukum adalah sebagi
pengatur ataupun pengadil didalam kegiatan perdagangan internasional, agar dapat
memberikan rasa adil, efektif serta efisiensi. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar keberlangsungan ekosistem dapat
mendukung proses pembangunan agar mampu mencapai kemakmuran rakyat sesuai dengan
tujuan negara, perlu adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang lingkungan. Pada
saat ini isu hukum lingkungan sebagai salah satu peraturan yang yang harus dipatuhi oleh
berbagai pihak yang terlibat didalam hubungan perdagangan internasional.fokus dari
penulisan ini adalah bagaimana kebijakan Perdagangan Internasional Sektor Pertanian
Agreement On Agriculture (AOA) Terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup. Adapun
metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan
pendekatan teori yang ada menggunakan buku, artikel, jurnal atau studi kepustakaan. Hasil dari
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penelitian ini menunjukan bahwa secara kelembagaan atau peraturan yang ada, Agreement On
Agriculture (AOA) sebagai bagian dari Word Trade Organization (WTO) telah berupaya untuk
melakukan penggabungan antara hukum perdagangan internasional dengan hukum
lingkungan, dengan melakukan kajian peraturan hukum perdagangan internasional dengan
hukum lingkungan, membentuk komisi perlindungan hukum perdagangan internasional dengan
hukum lingkungan, serta menerima penyelesaian perkara perdagangan internasional dan
lingkungan hidup yang diajukan ke panel. Akan tetapi karena prinsip perdagangan
internasional adalah prinsip kebebasan, serta tidak adanya wewenang yang jelas, sehingga
lembaga perdagangan internasional seperti Word Trade Organization (WTO) belum
sepenuhnya efektif mengatur dan memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup secara
keseluruhan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Perjanjian Internasional, Perdagangan Internasional

PendahuluanHubungan Internasional adalahhubungan yang dilakukan antara satunegara dengan negara lainnya yangdilakukan atas dasar kepentingan yangsaling menguntungkan satu denganyang lainnya. Perdaganganinternasional adalah cara yangdilakukan oleh negara-negara untukbisa memenuhi kebutuhan negaranya,terutama terhadap barang atau jasayang dapat memberikan manfaat ataukeuntungan untuk negaranya. Czinkotaberpendapat bahwa perdaganganinternasional adalah kegiatanpertukaran barang ataupun, jasa,maupun modal yang melewati batasnegara, sebagaimana dikutip oleh AsdiAulia (Asdi Aulia, 2008). Kegiatan inisering disebut dengan kegiatan ekspor,yakni melakukan penjualan ataupunmengirimkan barang  atau jasa ke luarnegeri, dan impor, adalah membeli danmenerima kiriman barang dana ataujasa dari luar negeri.Menurut Ibrahim (2017) Saat inidapat dikatakan bahwa dalamhubungan perdagangan internasionalsetiap negara sudah saling tergantungdengan negara lain. Bahkan, menurutIbrahim, di era globalisasi seperti saatini, yang menuntut, negara-negaraharus dapat saling bekerja sama satu

dengan yang lainnya (interdependence)untuk memenuhi kebutuhan mereka.Hubungan antar negara atauhubungan internasional saat ini justrumemperlihatkan bahwa negara-negarasaat ini saling berhubungan danmemiliki ketergantungan satu denganyang lainnya, terutama dalam halkebutuhan hidup mereka yang salahsatu caranya melalui aktivitasperdagangan internasional.Aktivitas perdaganganinternasional merupakan hubungandagang lintas negara atautransnasional dimana unsur-unsurdalam prosesnya terdiri dari: a). negaramerupakan subyek dalam hubunganinternasional, meskipun padaperkembangannya hubuganinternasional atau hubungantransnasional tidak hanya melibatkannegara akan tetapi juga melibatkanperseorangan ataupun kelompok, yangmelakukan hubungan transnasional,dengan negara lainnya, baik dalamtransaksi jasa atau barang. b). Yangmenjadi objek dalam perdaganganinternasional merupakan komoditasatau barang yang memiliki nilaiekonomis, atau barang yangdibutuhkan oleh suatu negara dimanadalam negaranya tidak memilikinya,ataupun sudah memilikinya akan tetapikarna adanya alasan tertentu negara
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tersebut tetap melakukan pengadaandari negara yang lain.. c). hubungandagang internasional memilki polayang hanya bergerak antara pihakpemilik barang atau penjual denganpihak yang membutuhkan barang ataupembeli.Dewa K.S. Swastika dkk (2015)dalam jurnalnya menyatakan bahwaIndonesia sebagai negara agraris yangmemiliki lahan pertanian yang begituluas, perdagangan adalah kunci untukmenunjang keberhasilanpengembangan sistem agribisnis.Perjanjian World Trade Organization(WTO) yang telah dicapai ditahun 1994pada pertemuan di Uruguay ataudisebut (Uruguay Round) yangkemudian diberlakukan pada 1 Januari1995 kemudian berakhir pada 31Desember 2005. Kesepakatan tentangpertanian atau Agreement OnAgriculture (AoA) adalah bagian yangsangat penting didalam kesepakatantersebutIndonesia merupakan negarayang ikut menyetujui danmenandatangani kesepakatan tersebut.Indonesia telah ikut mengajukankomitmennya seperti yang tertuangdalam Schedule XXI. Dalam dokumentersebut adalah komitmen untukmelakukan perdagangan hasil-hasilpertanian serta penurunan tarif atau(tariff reduction), tarif kuota (quota
tariff), pengamanan khusus (Special
Safegard=SSG), dan subsidi ekspor(export subsidy).Kehidupan manusia tidak akanbisa lepas dari lingkungan, manusiasangat memiliki ketergantunganterhadap lingkungan yang telahmenyediakan segala kebutuhanmanusia yang merupakan kebutuhanyang harus dipenuhi manusia agartarsus hidup, mengingat manusiamemiliki ketergantungan terhadaplingkungan, maka keberlangsungan

lingkungan harus benar-benar dijagkelestariannya, agar terus dapatmemberikan kemanfaatan bagimanusia, manusia harus memilikikeserasian dalam hidup berdampingandengan lingkungan, agar kehidupanmanusia dapat berjalan dengan baikserta layak (Suparto Wijoyo dkk, 2017).Karena menururt KoesnadiHardjasoemantri (1999) lingkunganmemiliki pengaruh yang mutlakterhadap kehidupan manusia, makaharus adanya hukum yang mengaturtentang perlindungan terhadaplingkungan agar tidak ada kerusakanterhadap lingkungan. Perlunyaperlindungan terhadap lingkunganmerupakan sesuatu yang mutlak danharus dilakukan, karena kesejahteraanserta pembangunan manusi diseluruhdunia tergantung kepada baik tidaknyakeadaan lingkungan. Salah satu caradalam melakukan perlindunganterhadap lingkungan adalah adanyahukum lingkungan, dimana hukumlingkungan sndiri adalah suaturumusan undang-undang atauperaturan yang harus di patuhi olehpara penggiat atau pengelolalingkungan.John Bellamy Foster (2013)menyatakan Masuknya isu hukumlingkungan terhadap kegiatanperdagangan internasional terutamadalam sector pertanian didasari denganmakin munculnya kesadaranmasyarakat terhadap pentingnyamenjaga kelestarian lingkungan, yangakan terus terancam seiring denganmakin berkembangnya populasimanusia dan mengancam kelestarianlingkungan, seiring berkembangnyaaktifitas perdagangan internasionalturut memberikan pengaruh yangcukup signifikan terhadap keadaanatau kondisi lingkungan sekitar. Selainitu juga muncul masalah-masalah yang
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timbul dari adanya perkembanganhukum perdagangan, sepertitercemarnya ekosistem, menurunnyatingkat kesuburan tanah, berkurangnyakualitas udara, beralih fungsinya hutanmenjadi lahan-lahan pertanian ataulahan produksi dan adanyakekhawatiran terhadap kelebihanpopulasi manusia.Menurut Lucas Prakoso  (2014)Perlindungan terhadap lingkunganhidup yang terus mengalamipenurunan kwalitasnya terusdigaumkan hingga saat ini, melaluiberbagai cara dan pendekatan denganpembentukan peraturan hukumtentang lingkungan dari masing-masing negara. Pada tingkatinternasional upaya-upaya yang yangdilakukan oleh negar-negara dalammengatasi masalah lingakungan, salahsatunya diselenggarakannyaKonferensi Perikatan Bangsa-bangsa(PBB) yang membahas tentang isulingkungan hidup yangdiselenggarakan di swedia danmengahasilkan Stockholm Declaration
1972. PBB pada tahun 1983membentuk The World Commission onEnvironment and Development atau(WCED). Dimana badan ini juga dikenaldengan Komisi Bruntland yangmenghasilkan laporan “Our Common
Future.” Dimana dalam laporantersebut, berisikan antara lain,penjelasan yang terpadu terhadapproblematika  lingkungan hidup danpembangunan.Pada tahun 2015 PBBmelakukan pertemuan di Paris, Prancismembahas tentang isu lingkungan danmenghasilkan kesepakatan yangdisebut The Paris Agreement yangmerupakan kesepakatan “under the
United Nations Framework Convention
on Climate Change.” (LavanyaRajamani, 2016). The Paris Agreement

dalam kesepakatan berisikan sebuahproduk yang di dalamnya memuattentang “hard, soft and nonobligations,”.Isu hukum lingkungan menjadisebuah syarat yang selalu hadirdidalam setiap hubungan perdagangantransnasional yang akan ataupunsedang dilakukan oleh para pihak yangterlibat dalam perdaganganinternasional tertutama dalam sectorpertanian, dalam sektor pertaniandimana sektor pertanian memilikipengaruh yang sangat besar dalamlingkungan, perubahan lingkungan jugasering terjadi karna banyaknya alihfungsi hutan sebagai paru-paru dunia,kini menjadi lahan produksi sepertilahan pertanian, sehingga lahan hutanyang menjadi rumah bagi segala macammahluk hidup di dunia, menjadisemakin terganggu keberadaannya.
Metodologi PenelitianPenulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif, dimanadata yang dianalisis berasal dari datasekunder yang didapat melaluipenelusuran kepustakaan. Padaprosesnya, cara menganalisispenelitian ini, peneliti berusahaberfokus kepada dua hal pokok, yakni:pertama, objek berupa peraturan,undang-undang yang berlaku sertaperjanjian atau kesepakatan, yangberlaku pada tingkat internasional,yang didalamnya berisikan isu-isu yangberkaitan dengan tema didalampenelitian ini, akni isu hukumperdagangan internasional dalambidang pertanian, serta isu hukumlingkungan internasional. Penelitian inimenggunakan metode pendekatanperundangundangan khususnya dalamhukum lingkungan serta perdaganganinternasional dalam bidang pertanian,dan pendekatan konseptual..
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Pembahasan

1. Hukum Perdagangan Sektor
Pertanian Dan Hukum
Lingkungan InternasionalManusia merupakan mahluksosial yang dituntut untuk melakukankegiatan sosialnya agar semuakebutuhannya dapat terpenuhi denganbaik, salah satu caranya  ialah denganmelalui aktivitas perdagangan.Aktivitas tersebut perlu diatur dalamsebuah lembaga hukum, yang disebutdengan lembaga hukum dagang yangbertujuan, antara lain, untuk mengaturhubungan dagang yang terbentuk agardapat berjalan efektif dan efisien. Halini tentunya sejalan pula denganadagium Yunani, yaitu ubi societas, ibi

ius, yang berarti di mana adamasyarakat, di situ ada hukum. Adabeberapa istilah yang berbeda-bedayang digunakan untuk aktivitasperdagangan, namun jika dilihat darimaknanya dia akan mengacu(berhubungan erat) kepada maknahukum yang mengatur aktivitasperdagangan. Istilah-istilah itu, antaralain, ialah hukum dagang, hukumperniagaan, hukum ekonomi, danhukum bisnis (Ubi Societas, Ibi Ius -Oxford Reference). Istilah hukum bisnistersebut lebih luas ruang lingkupnyadan tetap cocok dengan keadaankekinian, baik dalam hal konsep,kenyataan di lapangan ataupun praktik,daripada beberapa istilah lainnya yangcenderung memiliki pengertian yangserupa, yaitu seperti istilah hukumdagang, hukum perniagaan, dan hukumekonomi (Rudyanti Dorotea Tobing,2015). Munir Fuady dalam Deni Bram(2011) berpendapat bahwa, hukumbisnis merupakan suatu perangkatkaidah hukum (termasuk lawenforcement-nya) yang mengatur

tentang cara-cara pelaksanaan urusanatau kegiatan dagang, industri ataukeuangan yang dihubungkan denganproduksi atau pertukaran barang ataujasa dengan menempatkan modal daripara entrepreneur dalam risikotertentu dengan usaha tertentu denganmotif (dari entrepreneur tersebut)adalah untuk mendapatkankeuntungan tertentu.Menurut Grace HenniTampongangoy (2015) Aktifitastransaksi dagang internasionalsebenarnya sudah cukup lamadilakukan oleh para pedagang diIndonesia, yakni sejak abad ke-17.Dimana banyak sekali sejarah yangmencatat bahwa nenek moyang bangsaIndonesia telah melakukan transaksidagang internasional dengan caraberlayar dimana salah satu contohnyaialah Amanna Gappa, yang merupakankepala suku Bugis yang telahmelakukan perdagangan internasionaldengan cara berlayar gunamendapatkan kesejahteraan bagianggota sukunya. Dalam berlayar sukuBugis hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang terbilang kecil akantetapi telah mengarungi samudrahingga ke Singapura dan Maysia,berdasarkan hal inilah yang kemudianmenjadi motivasi munculnyaperdagangan dalam sekalaInternasional.Beberapa faktor yangmempengaruhi negara atau subjekhukum pihak-pihak yang terlibat dalamperdagangan internasional melakukantransaksi dagang internasional, antaralain, yaitu untuk mendapatkanketersediaan bahan-bahan yangdibutuhkan oleh negara tersebut  akantetapi negara tersebut belum bisamemproduksi sendiri barang tersebutatau oleh salah satu pihak yang terikatdalam transaksi, dan juga, untuk
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mengatasi masalah kelangkaan bahan-bahan produksi yang dibutuhkan.Dalam aktifitas perdaganganinternasional sektor pertanian, sumberdaya alam merupakan materi yangketersediaannya berbeda-beda disetiap tempat atau negara, apalagi tidaksemua negara merupakan negaraagraris, setiap negara memiliki iklimatau cuaca yang turut menentukanhasil alam atau sumber daya alam dinegara tersebut terutama hasilpertanian sangat bergantung kepadakondisi iklim atau cuaca dinegaratersebut. Dalam konteks internasional,Hikmahanto Juwana berpendapattentang acuan untuk memahamihukum perdagangan internasional,diamana ia berpendapat bahwa, hukumperdagangan internasional berfokuskepada hukum yang memiliki fungsiuntuk mengatur kebijakan-kebijakanyang telah dibuat oleh pemerintah ataupihak yang berkewenangan dibidangperdagangan. Pemerintah bertindaksebagai pihak yang berwenangan untukmembuat kebijakan ataupun peraturanyang tidak hanya berlaku bagi pelakuusaha yang melakukan kegiatan diwilayahnya, tetapi juga kewenanganuntuk membuat kebijakan atas barangdan jasa asal negara lain yang akanmasuk ke negaranya (HikmahantoJuwana, 2010).Sebagaimana dijelaskan diatasmaka akan semakin terlihatketerkaitannya apabila dikaitkandengan aktivitas perdagangan di eraglobalisasi. di era globalisasi sekarangini, terlihat bahwa batas-batas wilayahnegara secara geografis mulaiberkurang, bahkan juga membentukapa yang disebut Kenichi Ohmaesebagai global village atau desa tanpabatas (Legianto Ahmad, 2004).Aktivitas perdaganganinternasional kini juga sudah menjadi

suatu bentuk hubungan yang didalamnya saling terkait unsur-unsuryang berasal dari negara-negara yangberbeda-beda., tidak hanya berbedadalam aspek wilayah, akan tetapiperbedaan yang lebih mendasar,seperti idiologi negara itu sendiri. Makahal tersebut memberikan dampak padahukum perdagangan, baik dampaksecara konsep maupun dampak secarapraktik, di mana terjadi  perkembanganyang cukup pesat yang awalnya cukupdisebut sebagai hukum dagang yanghanya berada dilingkup wilayah negaratersebut, kini makin berkembangmenjadi hukum perdaganganinternasional yang berlaku di duniaglobal atau lintas negara. Hukumperdagangan internasional menjadisalah satu bidang hukum yangberkembang dengan cepat, serta ruanglingkup dari hukum perdaganganinternasional memiliki cakupan yangcukup luas.Aktifitas dagang yang sifatnyalintas batas negara atau trans nasionaldapat mencakup banyak macamnya,dari bentuk-bentuknya yangsederhana, seperti barter, jual belibarang atau komoditi yang dibutuhkanhingga hubungan atau transaksi dagangyang kompleks. Berkembangnyatransaksi dagang internasional inidisebabkan oleh adanya jasa teknologikhususnya teknologi informasi yangsemakin berkembang pesat, sehinggamenyebabkan transaksi perdagangansemakin berlangsung dengan cepat.Batas negara atau wilayah geografis,pada saat ini bukan lagi menjadipenghalang dalam perdaganganinternasional.Agar proses atau aktivitasperdagangan internasional, timbulkeinginan dari para pihak yangmemiliki kepentingan ataupunberkecipung didalam dunia
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perdagangan internasional untukmerumuskan pengaturan bersama ataukesepakatan yang dapat dijadikanpedoman dalam melakukan aktivitasperdagangan internasional. Salah satubukti nyata dari niat ingin mewujudkanadanya suatu hukum yang bisamengatur aktivitas perdaganganinternasional ialah dengandibentuknya The General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) pada tahun1947. Ariawan Gunadi (2013)berpendapat bahwa GATT sendiriterbentuk setelah Perang Dunia IIuntuk menjadi pengawas dan agenregulasi bagi perdagangan duniasebagai tahap restorasi setelah perang.Menurut kajian Ibrahim, setelahmelalui beberapa tahapanperundingan, pada Pertemuan TingkatMenteri Contracting Parties GATT diMarrakesh, Maroko, pada tanggal 12April sampai dengan 15 April 1994,kemudian disahkanlah Final Acttentang pembentukan World TradeOrganization (WTO) yang merupakansuatu bentuk organisasi internasional.Jika dilihat lebih rinci, WTO dibentukberdasarkan perjanjian internasional,yaitu The Agreement Establishing theWorld Trade Organization yangditandatangani di Marrakesh, Maroko,pada tanggal 15 April 1994, dan mulaiberlaku (comes into force) pada tanggal1 Januari 1995. Sehubungan dengan halitu, Indonesia sudah meratifikasiAgreement tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangPengesahan Agreement EstablishingThe World Trade Organization(Persetujuan Pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia). Pada tahun 1995,GATT diganti dengan World TradeOrganization (WTO). Berbagai macamperaturan dan konvensi yang mengaturperdagangan dunia juga sudah

dikeluarkan dan diratifikasi berbagainegara. Beberapa contohnya ialahIncoterms, yang mengatur tentangberbagai macam term perdagangandunia, UCP, yang mengatur penggunaanLetter of Credit, Convention ofInternational Sale of Goods, dan lainsebagainya.Dalam konteks perdaganganinternasional produk pertanian, semuanegara yang telah tergabung didalamorganisasi WTO harus tunduk danpatuh pada aturan yang telahdisepakati dalam Agreement on
Agriculture (AoA). Terdapat tiga pilarutama yang terdapat dalam AoA yangdibentuk oleh WTO, yakni akses pasaratau market access, bantuan domestikatau domestic support, dan subsidiekspor export subsidy.

Market access merupakanpenekanan terhadap pentingnyapengurangan hambatan terhadapperdagangan bagi masuknya produk-produk pertanian dari negara-negaralain, yang termasuk dalam hambatanini adalah tarif bea masuk ordinary
custom tariff serta segala hambatan-hambatan nontarif harus dirubahmenjadi tarif, sehingga akanmempermudah proses pendataan sertapengukuran ataupun pendataan. Akantetapi negara-negara maju padaumumnya menerapkan tarif awal
bound tariff yang cukup tinggi,sedangkan negara-negara berkembangmenerapkan tariff yang lebih rendah.

Domestic support memberikankesempatan bagi negara anggota untukmemberikan bantuan kepada petaniyang merupakan produsen untukmendorong produksi sehingga akanmeningkatkan ekspor sehingga dapatmengurangi impor. Akan tetapi jugaada pembatasan-pembatasan tertentusehingga tidak mendistorsiperdagangan.
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Export subsidy lebih kepadapenekanan terhadap pelarangan untukmemberikan subsidi terhadap ekspor,karena hal ini akan mendistorsi pasardunia, kecuali yang telah tercantumpada daftar komitmen. Akan tetapi jikamasih tercantum dalam daftarkomitmen, negara itu wajib untukmengurangi dana subsidi dan jumlahMenurut Deni Bram (2011)Fungsi lingkungan hidup dipengaruhioleh semakin meningkatnya limbahindustri maupun limbah domestik yangmenyebabkan adanya pencemaran air,tanah, serta udara. Upaya untukmengatasi permasalahan lingkungantersebut, pemerintah yang memilkiwewenang dalam har tersebut,melakukan penekanan tentangpentingnya penataan dan penegakanhukum sebagai sarana pengendalianpencemaran dan kerusakanlingkungan. Pada poin inilah apa yangdisebut sebagai hukum lingkunganhadir eksistensinya.Dalam pengelolaan lingkungan,hukum memiliki fungsi sebagai saranapencegahan terjadinya kerusakanterhadap lingkungan, sebagai contoh diantaranya hukum yang mengaturtentang kewajiban melakukan studiAnalisis Mengenai Dampak Lingkunganbagi rencana-renacana pembangunanatau kegiatan yang berdampak pentingterhadap lingkungan, dan hukum yangmengatur tentang perizinan yangdikaitkan dengan pengendalianataupun pencemaran dan perusakanlingkungan. Hukum lingkungan dapatpula berfungsi sebagai saranapemulihan terhadap hak-hak yangtidak dipenuhi terkait sistemkompensasi atau ganti rugi sertapemulihan lingkungan, serta dalampembangunan yang berkaitan denganhukum lingkungan, hukum lingkunganseharusnya juga dapat berperan

sebagai penengah dalam  kelompokmasyarakat yang menjadi korbanpencemaran atau kerusakanlingkungan akibat perdaganganinternasional dibidang pertanian yangmemaksa dengan cara memberikanjaminan akan hak-hak hukum.Mengutip pendapat dari KoesnadiHardjasoemantri dalam Deni Bram(2011) hak-hak yang dimaksud dapatberupa: Masyarakat memiliki hak ataslingkungan hidup yang sehat dan baik;serta hak agar dapat ikut andil didalamproses pengambilan keputusanadministratif terhadap lingkungan;serta hak untuk mendapatkaninformasi-informasi tentanglingkungan; dan hak pengajuan ataupengaduan atas kasus lingkunganyangterjadi.
2. Kebijakan Perdagangan

Internasional Dalam Sektor
Pertanian Terhadap Hukum
LingkunganPesatnya perkembanganpembangunan ekonomi, di satu sisiberhasil membawa peningkatankemakmuran ataupun kesjahteraanwarga di berbagai negara, terutama dinegara-negara berkembang, yangkemudian, akan tetapi di sisi lain,diikuti dengan adanya peningkatankebutuhan akan barang dan jasa yangbukan hanya untuk memenuhikebutuhan domestik, namun jugakebutuhan negara-negara lain seiringdengan makin bertambahnya populasimanusia. Upaya untuk memenuhikebutuhan domestik dan ekspor, padaakhirnya justru berdampak padalingkungan hidup maupun sosial,dimana banyak terjadi alih fungsi lahandari lahan hutan menjadi lahanproduksi seperti perkebunan ataupunpertanian. Keadaan tersbut dapat jugaditemukan dalam kebijakan-kebijakan
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yang diambil, dituangkan, danditempuh oleh WTO dan GATT melaluipengaturan yang mereka buat. Padamulanya, baik dalam WTO maupunGATT, tidak menempatkan isulingkungan hidup sebagai suatu isuyang harus diperhatikan dalamaktivitas perdagangan internasionalyang mereka lakukan melalui paraanggotanya. Kemudian, setelahmendapatkan protes dari berbagaipihak, maka pihak WTO dan GATTmulai memikirkan upaya-upaya untukmemadukan dua kepentingansekaligus, yaitu kepentinganbagaimana memaksimalkan aktivitasperdagangan internasional dankepentingan lingkungan hidup.Ismah Tita Ruslin (2014)mengatakan Konsistensi negaraanggota WTO ataupun GATT, baiknegara-negara maju maupun negaraberkembang, untuk melestarikanlingkungan hidup global di sampingtetap mengupayakan aktivitasperdagangan internasional yangmaksimal memang tidak diragukan.Terbukti, bahwa isu lingkungan hidupdan pembangunan pun menjadi agendapenting masyarakat international diforum internasional sejak tahun 1972,yang diawali dengan KonferensiInternasional mengenai HumanEnvironment di Stockholm, Swedia,hingga puncaknya di KonferensiTingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio deJaneiro 1992, dengan mengusungAgenda 21, yaitu suatu cetak biru untukprogram keberlanjutan dan menjadidasar dari strategi pembangunanberkelanjutan. Menurut Akbar KurniaPutra (2016) Di dalam WTO,kepentingan bagaimanamemaksimalkan aktivitas perdaganganinternasional dan kepentinganlingkungan hidup coba diakomodasimelalui beberapa langkah, antara lain:

pertama, pada tahun 1971-1972, dalampraktiknya, isu lingkungan hidupdijadikan sebagai bagian dariGATT/WTO melalui partisipasi GATTdalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang LingkunganHidup di Stockholm pada 1972. Dalamhal itu, GATT mengadakan kajianmengenai hubungan antaraperdagangan internasional danlingkungan hidup. Kemudian, yangselanjutnya, keterlibatan GATT/WTOdalam isu lingkungan hidup juga dapatdilihat dari adanya KomisiPerdagangan dan Lingkungan Hidup,serta adanya beberapa kasus yangdiajukan ke panel, seperti kasus Tuna-Dolphin I, Tuna Dolphin II, Superfund,Unprocessed Herring and Salmon, GasGuzzler Tax, dan Shrimp.Diharapka dengan adanyakesadaran organisasi-organisasiperdagangan internasional termasukWTO dan GATT dalam menanganiberbagai kasus pelanggaranlingkungan hidup dapat memberikanmanfaat atau pengaruh yang lebih baikterhadap lingkungan baik dimasasekarang ataupun dimasa yang akandatang. Akan tetapi, apa yangdiharapkan masih belum dapattercapai secara keseluruhan, kondisilingkungan hidup global tidakmengalami perubahan yang baik akantetapi malah cenderung merosot, dankondisi ekonomi serta kondisi sosialmasyarakat bangsa-bangsa di duniajuga tidak pengalami perkembangantetapi malah mengalami penurunan.Komitmen yang telah dibangundalam praktiknya selalu diwarnaidengan konflik kepentingan-kepentingan terutama kepentinganyang melibatkan negara-negara maju disatu pihak serta negara-negaraberkembang di lain pihak. Konflikkepentingan ini bahkan sudah terjadi
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sejak di Stockholm, dan bahkanberlanjut pada saat tahun 2015 padaproses penggodokan The ParisAgreement.Persoalan lingkungan terjaditerutama karena disebabkan oleheksploitasi sumber daya alam yangberlebihan atas dasar pembangunan dinegara-negara berkembang.Sedangkan bagi negara-negaraberkembang, sumber permasalahanyang paling utama ada pada negara-negara maju dengan revolusiindustrinya, dengan gaya hidup mewahdan boros telah menguras persediaanenergi dan menimbulkan pencemaranlingkungan. Hal mana merupakan “sifatyang negatif” dari negara-negara majudibandingkan dengan negara-negaraberkembang yang masih berkutat padapemenuhan kebutuhan dasarrakyatnya.Hadirnya globalisasi, bercirikansalah satunya liberalisasi perdaganganyang mensyaratkan adanya kebebasanarus barang, jasa maupun investasiantarnegara. Menyusul munculnyakebijakan pengurangan bahkanpenghapusan hambatan tarif maupunnontarif memang semakinmenimbulkan keraguan besarmengenai apakah era perdaganganbebas dapat sejalan dengan komitmenperlindungan lingkungan, terutama dinegara-negara berkembang yangsangat timpang kondisinya dengannegara-negara maju.Setidaknya ada dua hal yangsangat dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang, faktor lingkungandianggap sebagai penghalang bagiperdagangan internasional olehnegara-negara maju dengan adanyaecolabelling misalnya, serta penerapanISO 14000, dan banyak lagi produkramah lingkungan dengan dalihtekanan konsumen. Menyusul dalam

mekanisme WTO berlaku asas nationaltreatment atau perlakuan nasional.Dengan prinsip ini, maka persyaratanketat di negara pengimpor dapatdijadikan alasan untuk menolak produknegara lain. Kedua, kekhawatiranadanya relokasi industri maupunmasuknya arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negaraberkembang demi menghindaripersyaratan lingkungan yang relatiflebih ketat di negara-negara maju. Halini, dikhawatirkan akan terjadinya“tempat sampah polusi”. Dengandemikian, liberalisasi perdaganganjustru akan mengganggu upayaperlindungan kualitas lingkunganglobal
KesimpulanPerdagangan internasionaldalam sektor pertanian kini memilikiketerkaitan yang erat dengan hukumlingkungan, dimana hukum lingkunganharus diperhatikan, hal ini karenaadanya kekhawatiran bahwa aktivitaspembangunan bersekala besar sebagaidampak perdagangan internasionalyang menyebabkan penurunanterhadap kualitas lingkungan hidup,yang berasal dari banyaknyakebutuhan sumber daya alam yangdigunakan dalam kegiatanperdagangan internasional, terutamadalam bidang pertanian internasionalyang menunut perluasan lahan yangdialihfungsikan menjadi lahanproduksi atau lahan pertanian.Dalam praktiknya WTO, yangmerupakan salah satu lembagainternasional di bidang perdaganganlintas batas negara, telah melakukanupaya-upaya seperti melakukan kajianmengenai hubungan antaraperdagangan internasional danlingkungan hidup dan membentuk
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Komisi Perdagangan dan LingkunganHidup, ikut menerima danmenyelesaikan beberapa kasus yangberhubungan erat dengan isulingkungan hidup yang diajukan kepihak terkait atau panel, akan tetapikarena spirit-nya hanya tertuju kepadaperdagangan bebas dan ditambah lagikarena tidak memiliki mandat sertanetralitas yang cukup, lembaga sepertiWTO ini pada akhirnya juga belummampu secara efektifmemperjuangkan isu perlindunganlingkungan hidup
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